BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Masalah

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut
UUD NRI 1945), negara Indonesia adalah negara hukum (rechsstaat),
bukan negara berdasarkan kekuasaan (maachstaat)." Membangun negara
hukum yang berkeadilan bagi Indonesia merupakan amanah konstitusi.
Namun sebagaimana yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo dalam
Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum bahwa membangun negara
hukum itu bukanlah sekedar menancapkan papan nama. Ia adalah proyek
raksasa yang menguras tenaga.> Dalam satu dasawarsa terakhir, Indonesia
telah banyak melakukan ‘upaya perubahan untuk mewujudkan negara
hukumnya.—Amandemen konstitusi, —pembuatan sejumlah peraturan
perundang-undangan, ~pembentukan lembaga-lembaga negara baru,
pembenahan institusi dan aparat negara hukumnya telah dilakukan. Namun,
keberhasilan membangun negara hukum tidak semata-mata diukur dari
kemampuan dalam memproduksi legislasi dan menciptakan atau

merevitalisasi institusi hukum. Lebih dari itu, keberhasilan bernegara
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hukum terukur dari implementasi dan penegakan hukum yang mampu
menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat.?

Dalam rangka mendukung terciptanya keadilan dalam proses
penegakan hukum, UUD NRI 1945 juga telah memberikan jaminan
pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang tanpa membedakan suku,
agama, atau kedudukan derajat hidupnya.* Ini berarti bahwa setiap orang,
tidak terkecuali para pelaku pidana layak mendapatkan perlakuan yang baik,
adil, dan kepastian hukum dalam proses hukum yang mereka jalani. Adapun
jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit dalam
Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Hal ini semakin diperkuat dalam Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap-orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”.

Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang

selanjutnya disebut KUHAP) pun telah mengatur hak-hak setiap orang, baik

dalam statusnya sebagai tersangka ataupun terdakwa/terpidana, seperti hak
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untuk segera diperiksa®, hak persiapan pembelaan®, atau hak untuk
mendapatkan bantuan hukum dan hak-hak lainnya. Setiap terdakwa juga
diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa
maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum merupakan hak yang
diberikan hakim kepada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak
setuju dengan suatu putusan pengadilan.” Pengajuan upaya hukum biasa
dalam perkara pidana yaitu berupa berupa pengajuan banding ke Pengadilan
Tinggi dan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung (yang selanjutnya
disebut MA RI), di mana pengajuan banding bertujuan untuk menguji
kembali pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan negeri sehingga
putusan yang nyata-nyata telah keliru dapat diperbaiki dan terhadap putusan
yang telah mencerminkan keadilan dan kebenaran tetap dipertahankan.
Berbeda dengan pengajuan kasasi yang bertujuan untuk menciptakan
kesatuan penerapan hukum - dengan jalan membatalkan putusan yang
bertentangan —dengan —undang-undang -atau~ keliru dalam menerapkan
hukum.® Di samping itu, terdapat upaya hukum luar biasa yang diajukan
terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang

tetap, di mana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi. Upaya hukum
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luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan
Kembali (yang selanjutnya disebut PK).?

Adapun beberapa upaya lain yang dapat dilakukan terdakwa
sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi, salah satunya adalah
amnesti. Pemberian amnesti sejatinya merupakan hak prerogatif Presiden
sebagai kepala negara dalam bidang yudikatif. Amnesti itu sendiri
merupakan kewenangan Presiden selaku pemegang kekuasaan negara untuk
membebaskan tanggung jawab pidana seseorang yang telah melakukan
pelanggaran hukum. Adapun dasar hukum mengenai amnesti termuat dalam
UUD NRI 1945, yaitu Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi:

“Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Selanjutnya, ketentuan mengenai amnesti juga terdapat dalam UU
Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (yang selanjutnya
disebut UU Amnesti-dan-Abolisi). UU Amnestr dan Abolisi ini dikeluarkan
ketika Presiden-Seekarno kala-itu ingin- membebaskan semua orang yang
sebelum tanggal 27 Desember 1949 dihukum karena melakukan sesuatu
tindak pidana akibat persengketaan politik antara Indonesia dan Kerajaan
Belanda. Oleh karena itu, dalam UU Amnesti dan Abolisi mengatur
Presiden atas kepentingan negara dapat memberikan amnesti kepada orang-

orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, setelah mendapat nasihat
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tertulis dari MA RI atas permintaan Menteri Kehakiman.!”

Dengan
pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang
tersebut dihapuskan.!!

Dalam sejarah hukum ketatanegaraan Indonesia selama ini, amnesti
diterapkan untuk tindak pidana politik, pelanggaran hak asasi manusia
berat, dan perpajakan dengan dasar hukum yang berbeda. Berdasarkan data
dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Kabinet
Republik Indonesia, sebanyak 32 amnesti sudah diberikan mulai dari bangsa
ini merdeka hingga saat ini.'> Namun pemberian amnesti mengalami
perubahan, di mana untuk pertama kalinya pemberian amnesti justru
diterapkan untuk kemanusiaan. Adapun permasalahan selanjutnya, baik
dalam UUD NRI 1945 maupun ' UU Amnesti dan Abolisi yang dikeluarkan
65 tahun silam pun tidak menjelaskan kriteria apa yang dimaksud dengan
kepentingan negara dan justru latar belakang sejarah dikeluarkannya UU
Amnesti-dan-Abolisi_inilah-yang-menjadi dasar mengapa kepentingan
negara yang tercantum dalam UUD NRI 1945 dalam pemberian amnesti
diterjemahkan dalam konteks politik.

Peristiwa anomali dalam pemberian amnesti untuk pertama kalinya

terjadi di tahun 2019. Sejarah pun kembali mencatat pemberian amnesti
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oleh Presiden Joko Widodo (atas pertimbangan DPR RI) kepada Baiq Nuril
Maknun, terpidana kasus pelanggaran UU No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh UU No.
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut
UU ITE) yang menuai banyak perhatian publik karena dirasa telah
mengusik rasa keadilan masyarakat. Secara singkat, kasus ini bermula
ketika Baiq Nuril Maknun merasa terganggu dengan perlakuan verbal yang
melecehkan dari atasannya yang merupakan seorang kepala sekolah di
SMAN 7 Mataram kemudian memutuskan untuk merekam percakapan
cabul tersebut semata-mata hanya untuk melindungi diri dan membuktikan
bahwa adanya pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh Muslim.
Namun, rekaman percakapan itu tersebar di kalangan sesama pengajar
bahkan hingga ke lingkungan Dinas Pendidikan Kota Mataram melalui
Imam, rekan kerja Baig Nuril ‘Maknun...Mecrasa dirugikan, Muslim
melaporkan Baiq-Nuril -Maknun ke polisi.dengan sangkaan penyebaran
konten berbau-asusila. Baiq-Nuril Maknun sendiri tak pernah menyangka
bahwa langkahnya merekam percakapan cabul yang dilakukan oleh
atasannya, Muslim, akan berurusan dengan hukum dan berujung sanksi
pidana. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Baiq Nuril
Maknun dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana. Namun hal ini
berbanding terbalik pada tingkat kasasi di mana MA melalui Putusan No.

574 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 26 September 2018 memutus Baiq Nuril



Maknun bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Melalui putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam)
bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Merasa putusan yang
dikeluarkan oleh MA tidak memenuhi rasa keadilan, Baiq Nuril Maknun
kembali mengajukan peninjauan kembali, namun sayangnya, MA melalui
Putusan No. 83 PK/Pid.Sus/2019 tertanggal 4 Juli 2019 menolak
permohonan peninjauan kembali dari Baiq Nuril Maknun. Dikarenakan
perkara hukum ini telah inkracht van gewijsde, ini berarti seluruh proses
hukum dan upaya hukum telah selesai dilakukan di lingkungan peradilan
dan berakhir pada pengajuan permohonan amnesti kepada Presiden Joko
Widodo karena sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan melalui
proses peradilan-demi mendapatkan keadilan, perlindungan hak sebagai
perempuan-—dan—bebas dari —diskriminasi.© Presiden Joko Widodo
menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mengirimkan surat nomor R-
28/Pres/07/2019 tertanggal 15 Juli 2019 kepada DPR RI mengenai
permintaan pertimbangan atas permohonan amnesti Baiq Nuril Maknun.'?
Perjuangan Baiq Nuril Maknun pun tidak sia-sia, melalui Keputusan

Presiden No. 24 Tahun 2019 (yang selanjutnya disebut Keppres No. 24
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1.2

1.3.

Tahun 2019), Baiq Nuril Maknun menerima amnesti. Dengan demikian,
Baiq Nuril Maknun dinyatakan terbebas dari akibat hukum yang dipikulnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih jauh
mengenai pemberian amnesti dalam perkara kasus Baiq Nuril dalam bentuk
karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: “IMPLIKASI HUKUM
PEMBERIAN AMNESTI OLEH PRESIDEN DALAM KASUS BAIQ

NURIL MAKNUN”

Rumusan Masalah

Permasalahan hukum terkait ~kewenangan Presiden dalam
memberikan amnesti sesungguhnya sangat beragam dan luas. Namun, dari
keragaman dan. luasnya cakupan permasalahan yang ada, penulis
mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana prosedur pemberian amnesti?
2. Bagaimana implikasi hukum pasca diberikannya amnesti kepada Baiq

Nuril Maknun?

Tujuan Penelitian
Adapun penelitian yang akan dilakukan bertujuan antara lain:
1. Memahami prosedur pemberian amnesti di Indonesia.
2. Mengetahui akibat hukum pasca diberikannya amnesti kepada Baiq

Nuril Maknun.



1.4.

Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, besar harapan agar kelak
penelitian mengenai implikasi hukum pemberian amnesti oleh presiden
dalam kasus Baiq Nuril Maknunn dapat memberikan manfaat, baik manfaat
teoritis maupun manfaat praktis:
1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat sebagai:

a. Tambahan informasi bagi penulis dan masyarakat seputar
prosedur pemberian amnesti dan implikasi hukum pemberian
amnesti oleh Presiden.

b. Pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya
yang berhubungan dengan kewenangan presiden dalam
memberikan amnesti.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Dengan penelitian” ini diharapkan ~dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum
sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat, dan juga untuk
mengembangkan penalaran serta membentuk pola pikir yang
dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.



1.5.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan

memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan

pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti.

Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini agar penulisan dapat mencapai tujuan yang

diharapkan dan mudah dipahami, maka sistematika penulisan yang memuat

uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan. dalam melakukan

penulisan bab demi bab maupun subbab.

Sistematika dalam penulisan ini yaitu:

BAB 1

BAB 11

PENDAHULUAN

Materi penulisan dalam bab ini merupakan gambaran
dari isi bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan untuk
membahas tema produk dari makalah ini, di mana dalam bab
ini akan berisi ~mengenai -pendahuluan dengan uraian
mengungkapkan latar belakang masalah kajian makalah ini,
pokok- permasalahan, -maksud dan tujuan makalah, dan
sistematika penulisan.
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang
dibagi menjadi dua bagian, yakni landasan teori dan
landasan konseptual. Bab ini menguraikan tentang teori-teori

para hali hukum dan definisi-definisi yang menurut Undang-
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BAB III

BAB IV

BAB V

Undang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.
METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang cara yang digunakan
dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan data
dalam pembahasan yang diangkat dalam karya tulis ini.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan hasil
pembahasan di lapangan terhadap permasalahan dalam
penulisan ini yang akan menjelaskan bagaimana prosedur
pemberian amnesti dan implikasi hukum pemberian amnesti
oleh presiden dalam kasus Baiq Nuril Maknun.
PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan
jawaban permasalahan berdasarkan dari hasil penelitian dan
saran penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

demi perbaikan di masa yang akan datang.
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